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ABSTRAK

Penelitian ini menguji, begaimana tingkat kepatuhan partai palitik- peserla pemilihan
umum angpata legislatif 2009 di Kotz Padang dalam pelaporan dana kampanyse pemiliban
umum herdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaky, dan apakab terdapat
perbedazn tingkat kepatuhan antara partai politik peserta pemilu yang mendapat kursi dengan
vang tidak mendapatkan kursi. Untuk menguji perbedaan tingkat kepatuhan pada penelitian
ini, digunakan data sekunder dari laporan audit dana kampanye parlai politik peserta permnilu
legislatif tahun 2009 di kota Padang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuban partai politic peserta pemilu
l=gislatif tzhun 2009 di Kota Padang yang mendapatkan kursi sehesar 93.7% dan tingkat
kepatuhan partai politik yang tidak mendapatkan kursi sebesar 2%,8%. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat perbedazn tingkat kepatohan yang cukup signifikan antara
partai yang mendapat kursi dengan yang tidak mendapat kurst di legislatif Kota Padang dimana
partar yang mendapat kursi patuh atas prosedur sedangkan partai yang tidak mendapat kusrsn
Lidak patuh,



BARI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

_Pemilihan umum merupakan salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan
asas demokrast di Indonesia. Semua warga nepara memiliki hak vang sama untuk
dipilih dan memilih pada pesta demokrasi ini. Melalul pemilihan umum dipitih
prang-orang vang memiliki kemampuan dan berkeinginan untuk mengisi jabatan
tertentu dipemerintahan dalam rangka melanjutkan cita-cita nasional. Sepala upayva
dan daya akan dikershkan kandidat peserta pemilu untuk depat terpilih dan
memenangi pemilihan umum,

Transisi menuju demokrasi vang dialami Indonesia, semenjak tahun 1998
telsh menyita perhatian vang luar biass besar dari seluruh elemen masyarakat.
Tingkat partisipasi masyarakal dalam pemiliban umem meningkat, juga jumlah
prriai politik peserta pemilihan umum meningkat secara sigmfikan, pada era orde
baru hanva 3 (tiga) partai politik sebagai peserta pemiliban umum setelah era
reformast 48 {empat pulish delapan) partat politik mengtkuti pemiliban umm 19599
dan pemilihan vmum 2004 scbanyak 24 (dua puloh empat) partar politik,
Sedangkan pada tahun 2009 sebanvak 38 panal pelitik nasional dan & (cnam) parta
lokal Manggroe Aceh Darussalam memjad] peserta pemilithan umum, Media masss,
akademus), pengamat politik dan clemen lamnya jupa semakin besar perhatiannya
untuk pemiliban umum.

Penyelenpeara pemilu juga mengalami beberapa perubahan dalam hal posisi

dan peran didalam penyelengparaasn pemilu. Pada cra Orde Baru penyelenppara




pemilihan umum adalah Lembaga Pemiliban Umum (LPU). LPU pada sant it
sangal jauh untuk dapat dikatakan lembaga vang independen dan otonomi.
LPU beranggotakan para menteri pemerintahan dan diketuai langsung oleh Menterd
Dalam Negeri. Mamun setelah jatuhnya rejim Osde Baru, LPU digantt namanya
menjadi  Komisi Pemilihan Umum (KPU} sebagai kritik  terhadap  lembaga
sebelumnya dimana lembaga penyelenggara pemife diduga digunakan schagan alat
pemerintah untub melangzengkan kekuasaan.

Penvelengearaan permilu vang bebas, jujur dan adil membutuhkan anggaran
vang tidak sedikit. Ini dirasakan terutama oleh nepara-negara yang tengah
mengalami proses transisi menuju demokrasi, dimana banyak hal berubah, seperti
meningkatnya jumiah peserta pemilu. Pemilu anggota legislatit 2009 menurat KPU
menghabiskan anggaran negara sckitar 13,5 triliun rupiah. Hal ini dirasakan L'U-R'LI]_':-I
membebani APBN Indonesia vang berjumlah sekitar 1.000 triliun rupizh atau setara
dengan 1.3% dari APBN 2009, Kebutuban dana untuk pemilu tersebut belum lagi
termasuk bigya sosial yang ditimbulkan atas pemilu tersebut yang cukup besar,
seperli anggaran yang disediakan oleh peserta pemilu baik partan politik maupun
persearangan dalam rangka upaya untuk memperoleh kemenanpan dalam pemilu,
Anggaran yang dikeluarkan yang begitu besar seharusnya dapal menunjukkan
komitmen vang sunppuh-sunggub darl penpelols nepara dalam rangka mencapai
tujuan pegara vaitu mewuiudkan masvarakal yang adil dan makmie.

Partai pelitik memepang peranan utama dalam proses pemilihan wmum,
mulai dari seleksi celon angpota legislatif sampal penealonan pasanpgan kepala
dacrah dan kepaln negars, Sesuai dengan konstitusi negara bahwa hanva partai

politik ataw gabusgan pariai politk vang bisa mencalonkan kepala negara. (Meh




BAB Y
PENUTUP

Berdasarkan pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan pada bab

sehelumnya, maka berikut ini disajikan kesimpulan yang dapat diambil serta implikasi,

keterbatasan dan saran dalam penelitian ini.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan  pembahasan, maka  dapat ditarik

kesimpulan sebagai berkut.

k.

I

Terdapat tingkat kepatuhan yang cukup tinggi atas partai politik peserta pemilu
vang mendapatkan kursi i legislatf kota Padang, vyakni dengan tinghkat
kepatuhan rata-rata sebesar 91,7%, atau dikategorikan patuh,

Terdapat tingkat kepatuhan vang rendah atas partai politik peserta pemilu vang
lidak mendapat kursi di legislatif kota Padang, vakni dengan tingkat kepaluhan
rata-rata hanva szbesar 29.8%, atau dikategorikan tidak patuh.

Rata-rata tingkat kepatuhan partai politik peserta pemilu legislatf Kola Padang
lahum 2009 adalah sebesar 31.8% atay patvh sebanyak 133 (tiga belas koma
tiga) dari 26 {dua pulul enam) peserta pemilu, atau dikategerikan kurang paluh,
Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang cukup signifikan antara parai yang
mendapat kursi dengan vang idek mendapat kursi di legislaif Kota Padang.
Hasil wji t vang telah dilakukan denpan menggunakan Independent Sampie
T-Test, level signifikansi 0.05{5%). diperelch tingkat signifikansi sebesa
(LO0{04) lebih kecil dari (L03 (3%). schingga dapat disimpulkan He dalam

Faline

penelitian ind ditolak, terdapat perbedaan tingkar kepatuhan wveng sipne
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